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Di tengah makin meluasnya penyebaran COVID-19, langkah ‘membatasi’ interaksi antar manusia 
masih diandalkan sebagai cara terbaik guna menekan penularan. Kebijakan social/physical distancing dan 
PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) mulai diterapkan di beberapa daerah. Hanya saja, 
efektivitasnya untuk mengurangi eskalasi penularan COVID-19 belum terbukti. 

Secara Antropologis, wabah COVID-19 tidak hanya menyangkut aspek biologis virus tetapi juga bio-
sosial, yang terkait dengan upaya mengubah perilaku manusia untuk ‘patuh’ (compliant) pada aturan. 
Ada pula konteks budaya yang sangat beragam dan kompleks yang melandasi suatu perilaku. Tidak 
kalah penting adalah ide/pengetahuan (knowledge). Pengetahuan mempunyai kekuatan untuk mengatur 
perilaku manusia. Pengetahuan pun relatif: tidak ada mutlak benar atau salah, tergantung proses 
internalisasi manusia dalam konteks budaya. 

Pengetahuan ibarat ‘dagangan’ yang dijual di pasar bebas yang padat, di mana banyak penjual dan 
pembelinya. Perilaku manusia berpengetahuan berpotensi besar mendukung keberhasilan, tetapi juga 
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berpotensi mendorong kegagalan penerapan suatu kebijakan semacam PSBB. WHO dengan tegas 
mengatakan pentingnya ‘nilai’ dari perilaku manusia untuk mengatasi pandemi ini (behavioral insights). 
Menurut WHO, perubahan perilaku dapat mengurangi penyebaran virus sebesar 80 persen.1 

Dalam konteks negara, pemerintah mempunyai otoritas penuh dalam menarasikan pengetahuan 
tentang COVID-19 sehingga dapat diinternalisasikan ke masyarakat yang beragam latar belakang 
budayanya. Pertanyaan besarnya, apakah pengetahuan tersebut berhasil mendorong perubahan 
perilaku manusia? Sumber pengetahuan dari mana (dan tentang apa) yang akhirnya mendominasi 
langkah manusia dalam memfilter dan menyeleksi pengetahuan yang didapat? 

Fakta yang terjadi saat ini tidak saja dihadapkan pada aspek sulitnya membuat masyarakat taat pada 
aturan, tetapi juga ‘rusaknya’ norma-normal sosial yang mendasari interaksi antar manusia. ‘Mikro-
organisme’ atau virus ini telah menciptakan suatu pertentangan mengenai bagaimana manusia dapat 
hidup satu dengan yang lainnya. Ada suatu kontestasi di dalam relasi interpersonal antar manusia.2 
Virus ini menciptakan ‘the othering’, rasa curiga, diskriminasi, stigmatisasi, atau penolakan (rejection). 
Dalam konteks ini, tingkat bahaya (biologis) virus rasanya ‘tidak sepadan’ dengan bagaimana manusia 
‘merespons’ wabah ini. 

Tulisan ini ingin mendiskusikan ‘konteks’ yang mendasari perilaku manusia sebagai akibat dari 
‘kekuatan’ (power) dari pengetahuan yang diinternalisasikannya. Konteks dalam ini hal ini tidak saja 
berbicara mengenai substansi dari pengetahuan tetapi juga kultur dan social space, di mana pengetahuan 
tersebut diinternalisasikan oleh manusia. Dari perspektif pengetahuan, analisis dalam tulisan ini ingin 
menjawab: mengapa ada tantangan besar untuk mengubah perilaku manusia dalam situasi pandemi 
ini? Di akhir tulisan akan disampaikan sebuah refleksi untuk mendukung efektivitas kebijakan seperti 
PSBB. 

Kontestasi Pengetahuan dan Perilaku Manusia 

Pengetahuan atau informasi memegang peran penting untuk mempengaruhi perilaku manusia. 
Seorang pemikir ilmu sosial kritis Michel Foucault melihat pengetahuan sebagai sebuah ‘kekuatan’ 
(power) yang mendasari perilaku manusia.3 Tidak ada pemegang otoritas tunggal dalam kontestasi 
pengetahuan. Sehingga Pemerintah, ilmuwan, dan masyarakat awam pun memiliki porsi masing-
masing dalam otoritas pengetahuan. 

Pengetahuan yang disampaikan pun akan mengalami proses reproduksi sesuai dengan nalar dan akal 
budi manusia. ‘Output’ dari reproduksi tersebut boleh jadi mendukung perilaku ketaatan pada kebijakan 
COVID-19, atau justru mengakibatkan resistensi. Dengan demikian, bagaimana COVID-19 
dinarasikan maupun dibingkai (framing) sebagai sebuah pengetahuan akan menentukan bagaimana 
individu merespons terhadap wabah virus tersebut dan kebijakan yang menyertainya. 

Pada waktu COVID-19 ini mulai diwacanakan arus informasinya dengan deras mengalir ibarat 
tsunami. Genre tentang COVID-19 dibahas secara ilmiah maupun dibuat sebagai sebuah lelucon. 
Informasi yang berkembang juga kontradiktif, yang mendikotomikan virus ini sebagai suatu hal yang 
membahayakan maupun tidak membahayakan. Arus berita yang berkembang terlalu beragam sehingga 
sulit untuk membedakan mana fakta dan mana berita hoaks. 

 
1 Jennifer Cole. ‘Coronavirus: Why Changing Human Behaviour is the Best Defence in Tackling the Virus’. The Conversation, 26 
March 2020. 
2 Merill Charles Singer. ‘Pathogens Gone Wild? Medical Anthropology and the ‘Swine-Flu’ Pandemic. Medical Anthropology, No 28 
(3), July 200, hal 199-206. 
3 Michel Foucault. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writing: 1972-1977. Vintage: 1980 
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Melihat situasi COVID-19 yang mengancam human security, pemerintah mulai turun tangan dengan 
mulai memegang otoritas menarasikan pengetahuan tentang virus tersebut ini untuk disampaikan ke 
masyarakat. Sejalan dengan itu, juga diimplementasikan berbagai macam kebijakan yang ironisnya tidak 
mulus implementasinya karena sarat inkonsistensi dan kontradiksi. Misalnya saja, informasi tentang 
perlu tidaknya memakai masker yang diwacanakan WHO; permasalahan ‘droplets’ yang jatuh ke tanah 
atau ‘airborne’; dan kontradiksi boleh tidaknya ojek online mengangkut penumpang. 

Proliferasi dari lingkup pengetahuan, baik yang bersumber dari pemerintah atau bukan serta kebijakan 
dari pemerintah terkait pengetahuan itu akan ‘diinternalisasikan’ masyarakat dengan level usia, tingkat 
pendidikan, status sosial-ekonomi dan berlatar belakang budaya dan agama yang berbeda. Manusia 
mempunyai kekuatan untuk mereproduksi pengetahuan yang diterimanya untuk kepentingannya 
sendiri. 

Rasionalitas yang mempengaruhi perilaku manusia akibat penyerapan pengetahuan tersebut di satu sisi 
akan didasari analisis untung-rugi, yang kemudian dihadapkan pada kebutuhan manusia seperti untuk 
tetap sehat, bertahan secara ekonomi, kebutuhan sosial untuk menjaga rekognisi, kebutuhan 
kerohanian/spiritual ,ataupun kebutuhan politik untuk meraih kekuasaan. Tetapi, di sisi lain, manusia 
pun memiliki batasan dalam berpikir rasional. 

Hal ini terjadi di bawah perasaan tertekan seperti rasa takut yang manifestasinya disebabkan motivasi 
yang beragam. Misalnya, kemampuan manusia untuk survive secara sosial ekonomi akibat di-PHK, 
paranoid takut meninggal karena virus, takut dosa jika tidak melakukan ibadah di tempat peribadatan, 
dan rasa takut kehilangan massa di tengah kompetisi politik yang sangat ketat sehingga akhirnya 
mencari ‘jalan pintas’ (mental short-cut).4 ‘Jalan pintas’ di sini contohnya melanggar aturan physical 
distancing untuk mencari nafkah, memborong masker dan APD, tetap beribadah di tempat ibadah 
umum dan bukan di rumah. Keputusan untuk tetap beribadah di masjid/musala atau gereja sering kali 
didasari suatu konsepsi bahwa pahala yang akan didapat dengan beribadah di tempat ibadah dengan 
jemaah lain akan jauh lebih besar dibandingkan dari rumah. 

Melihat situasi tersebut dan mengambil konteks kebijakan PSBB, maka perilaku manusia dapat 
dipetakan menjadi mereka yang melakukan total compaliance5 pada suatu kebijakan ataupun partial 
compliance. Partial compliance dapat dicontohkan dengan orang yang secara ekonomi insecure karena di-
PHK akan tetap tinggal di rumah, akan tetapi melakukan ‘jalan pintas’ untuk mencari ketenangan 
spiritual dengan beribadah di masjid atau gereja (dengan janji mendapat pahala lebih besar) meski 
sudah dilarang. Hal ini terjadi karena kebijakan dari pemerintah sering kali tidak bisa memuaskan 
kebutuhan manusia yang beragam, apalagi dibarengi suatu kepercayaan bahwa membangun hubungan 
yang ‘lebih dekat’ dengan Tuhan dengan beribadah di masjid akan membawa harapan diberinya 
pekerjaan baru bagi yang terkena PHK. Selain itu, dalam konteks politik, terjadi banyak pelanggaran 
yang memanfaatkan wabah untuk berkampanye merebut simpati massa melalui cara-cara populis. 

Penjelasan di atas adalah bukti betapa kompleksnya perilaku manusia yang didasari pengetahuan. Di 
tengah proliferasi informasi, manusia cenderung melakukan suatu ‘over-estimation’ atau ‘under-estimation’ 
terhadap pengetahuan dan kebijakan tentang COVID-19.6 Di dalam studi Antropologi Pandemi, arus 

 
4 ….’if you have been bombarded by sensationalist news titles and powerful images of Coronavirus and then must face its threat, these images will come to 
mind first and will serve as an unconscious short-cut for your decision-making. Lihat Marianna Baggio. Here’s Why Society is Reacting with Panic 
to Coronavirus’. www.weforum.org 
5 Taat secara utuh pada semua aspek PSBB misalnya: tinggal di rumah, beribadah di rumah, penumpang dalam mobil diatur, memakai 
masker dan lain sebagainya 
6 Lihat juga Isabella Sarto-Jackson. Culture, Neurobiology and Human Behaviour: New Perspectives in Anthropology. Biology and 
Philosophy, April 2017. 
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pengetahuan atau informasi tentang sebuah virus menghasilkan dampak yang dapat diklusterkan ke 
dalam tiga bentuk emosi7: panik; ketakutan (fear), dan bahaya (danger). 

Status sosial-ekonomi seseorang akan menentukan bagaimana ‘trilogi’ dari panik-takut-bahaya 
diejawantahkan dalam alam pikirannya sehingga mempengaruhi perilakunya. Bagi masyarakat dengan 
tingkat sosial-ekonomi ‘yang lebih baik’, over-estimation atau ‘over-interpreting’ pengetahuan berwujud ke 
rasa panik dan takut terhadap ‘nature’ dari virus ini dan melihatnya sebagai sebuah bahaya sehingga 
mereka akan patuh pada kebijakan, terlepas dari inkonsistensi dan kontradiksi yang menyertainya. 

Mereka dalam strata ini mempunyai kapasitas secara mandiri dan melek teknologi untuk mencari 
pengetahuan COVID-19 lain di luar narasi pemerintah dan memvalidasi pengetahuan tersebut. Mereka 
juga mempunyai berbagai opsi untuk secara ekonomi dan ‘egois’ ‘survive’ meski harus terkurung di 
rumah.8 Hal yang sebaliknya terjadi dengan masyarakat dari strata bawah atau orang ‘miskin baru’ yang 
minim kapasitas dan opsi. 

Informasi ini menghasilkan rasa panik-takut-bahaya yang bukan berasal dari ‘nature’ virus ini, tetapi 
lebih pada masalah survival secara ekonomi: makan, pekerjaan, dan penghasilan. Sering kali, rasa panik 
ini justru mendorong masyarakat untuk melakukan proses penyangkalan (denial) terhadap keberadaan 
(bahaya) COVID-199 dan dipengaruhi juga dengan minimnya pengetahuan mereka tentang virus ini 
sehingga rentan terjadi under-interpreting, ada juga sikap ‘lebih baik tidak tahu’ atau tidak mau tahu. 

Rasa panik-takut-bahaya yang dirasakan strata ini terkait juga dengan minimnya ‘jalan keluar’ (escape 
routes) yang dimiliki untuk bertahan hidup sehingga mereka bertindak ‘melanggar’ aturan. Bantuan 
sosial, misalnya, yang dijanjikan pemerintah belum tentu mendatangkan perasaan ‘aman’ bagi 
masyarakat sehingga mereka melanggar ‘physical distancing’ untuk mencari kesempatan untuk mencari 
penghasilan lain. 

Contoh lain adalah perilaku mudik, yang meski sudah dilarang tapi tetap berjalan. Hal ini didasari oleh 
rasionalitas manusia yang cenderung teralienasi di kota besar sehingga mencari rasa ‘aman’ secara sosial 
psikologi dan ekonomi dari lingkungan kolektifnya di daerah asalnya. Filosofi klasik dari Jawa ‘mangan 
ra mangan sing penting kumpul’ atau makan atau tidak makan yang penting kumpul ibarat hidup lagi dan 
dimanifestasikan. Filosofi dari mudik ini harus benar-benar dipahami pembuat kebijakan; tidak 
semata-mata melarang namun tidak bisa mengompensasi kebutuhan material maupun non-material 
pemudik. 

Gap dalam Menarasikan Pengetahuan 

Satu analisis mengapa manusia cenderung tidak taat terhadap kebijakan adalah karena tejadi knowledge-
gap dari narasi COVID-19 yang dikonstruksikan pemerintah maupun yang beredar secara umum. 
Narasi COVID-19 yang disosialisasikan kepada masyarakat cenderung bersifat sangat general.10 Sebagai 
akibatnya, ‘severity’ atau tingkat bahaya dari virus ini tidak terbaca oleh masyarakat. Pemerintah harus 
mengasumsikan bahwa tidak semua strata masyarakat akan memiliki rasa ingin tahu dan kepedulian 
yang sama terhadap COVID-19 ini sehingga mereka secara mandiri akan mencari informasi. 

Selama ini, informasi yang beredar masih seputar gejala COVID-19 dan cara menekan 
penyebarannya—yakni dengan memakai masker dan menjaga jarak dan interaksi. Hal ini tidak 
menjelaskan bagaimana penyakit ini dapat membunuh manusia melalui perusakan paru-paru (ARDS-

 
7 Lihat juga dalam Richard A. Schweder dan Robert A. Levine. Culture Theory: Essays on Mind, Self and Emotions. Melbourne: 
Cambridge University Press, 1984. 
8 Bila wabah ini tidak segera berlalu rasa panik-takut-bahaya akan mengarah juga ke keamanan secara ekonomi  
9 Cheikh Niang. The Human Factor. www.who.int/bulletin/volumes/93  
10 Ada nuansa untuk menghindari informasi yang berpotensi mendatangkan kepanikan di masyarakat. Panic buying atau kerusuhan 
adalah hal yang ditakutkan akan terjadi. 
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Acute Respiratory Distress Syndrome) dan organ vital lainnya sehingga manusia ‘sangat menderita’ karena 
harus berjuang untuk dapat sekedar bernafas dengan bantuan ventilator.11. Pada tingkatan tertentu, 
perlu untuk ‘menciptakan’ rasa takut atau meningkatkan awareness masyarakat sebagai suatu terapi kejut 
melalui diseminasi pengetahuan yang detail dan ilmiah, agar masyarakat yang ‘bebal’ dapat paham dan 
patuh pada aturan dan tidak meremehkan penyakit ini. 

Pengetahuan yang tidak lengkap tentang COVID-19 berpotensi menyebabkan masyarakat salah 
menginterpretasikannya sehingga melakukan tindakan yang salah pula. Virus ini sangat ‘demokratis’ 
karena menyerang semua orang tanpa pandang bulu: golongan umur, agama, etnis, sosial ekonomi, 
dan jenis profesi12. Hal ini penting untuk dinarasikan. Tetapi penting juga diperhatikan bahwa dampak 
‘virus demokratis’ ini—baik secara medis maupun sosial-ekonomi—tidak secara imbang ditanggung 
setiap orang—di tengah struktur sosial ekonomi yang sudah timpang:13 Yang tua cenderung lebih 
rentan; yang miskin, etnis dan agama minoritas sering distigmatisasi sebagai penyebar virus ini. Dengan 
demikian, informasi yang lengkap ini penting untuk menghindari proses ‘menyalahkan’ orang lain 
(geography of blaming). 

Dari aspek medis, narasi yang memberi penekanan bahwa virus ini lebih berbahaya pada orang yang 
sudah mempunyai penyakit bawaan berpotensi menghasilkan interpretasi bahwa orang yang tanpa 
sakit bawaan lebih tahan terhadap serangan dari virus ini sehingga tidak perlu khawatir. 

Ada juga narasi yang mengekspos semakin banyaknya jumlah penderita COVID-19 yang sembuh 
daripada yang meninggal. Di satu sisi terlepas sebagai upaya dari pemerintah untuk menunjukkan 
prestasinya atau memberikan sense of comfort dan consolation buat masyarakat, tetapi di sisi lain masyarakat 
bisa meremehkan penyakit ini. Jangan sampai kita lupa, hampir seluruh negara pada awalnya 
meremehkan daya rusak COVID-19, dan kini menanggung konsekuensinya. 

Terakhir, fenomena penolakan terhadap korban meninggal karena COVID-19 untuk disemayamkan 
dan dimakamkan termasuk juga tidak diterimanya tenaga medis di dalam suatu lingkungan ‘komunitas’ 
merupakan bukti bahwa masyarakat kurang memahami ‘nature’ dari virus ini. Melihat fenomena di atas, 
narasi yang lengkap tentang COVID-19 yang disertai dengan kebijakan yang tepat guna diharapkan 
akan mendukung tingkat kepatuhan masyarakat. 

Pengetahuan dan Kebijakan : ‘Model of’ dan ‘Model for’ 

Di atas sudah dijelaskan aspek pengetahuan, lalu bagaimana kaitannya dengan formulasi kebijakan 
yang kontradiktif dan inkonsisten, yang berdampak pada ketidaktaatan masyarakat? Secara 
Antropologis, ‘model of’ dan ‘model for’ dari Clifford Geertz14 dapat dipakai untuk lebih dalam 
menjelaskan mengapa pemerintah gagal menginternalisasikan pengetahuan COVID-19 kepada 
masyarakat, sehingga berdampak pada ketidaktaatan pada kebijakan. 

‘Model of’ dapat diartikan sebagai bagaimana manusia, termasuk pemerintah mengabstraksikan realitas 
sosial tentang COVID-19, antara lain adalah tentang penularan virus antar manusia; menyebabkan 
demam, batuk dan kematian; dunia medis kewalahan karena melonjaknya penderita; ekonomi hancur; 

 
11 Ada banyak kasus dimana dokter harus ‘menentukan’ kepada siapa ventilator itu akan diberikan karena keterbatasannya Jadi ini 
masalah ‘memilih’ pasien mana yang secara medis memiliki kesempatan untuk sembuh daripada yang lain dimana yang satu akan 
hidup dan yang satu lagi meninggal 
12 Beredar beberapa video yang mengajak masa untuk membakar sebuah sekolah keagamaan karena dijumpai sekitar 30an murid dari 
sekolah tersebut yang terjangkit Covid 19. Informasi yang kurang ini merupakan celah untuk mengkapitalisi kepentingan ekonomi dan 
politik dalam konteks politik identitas di tengah wabah COVID-19 ini. COVID-19 tidak dilihat lagi sebagai sebuah masalah penyakit 
tetapi diakibatkan agama atau etnis tertentu 
13 Jean Segata. COVID-19: Scales of Pandemics and Scales of Anthropology. http://somatosphere.net/2020/COVID-19. 2 April 
2020 
14 Clifford Geertz. ‘Religion as A Culture System’ dalam The Interpretation of Culture: Selected Essays.Fontana Press, 1993  
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hampir seluruh negara terjangkit; ada negara yang berhasil ‘menekan’ jumlah penderita sehingga dapat 
dijadikan best-practices; limpahan data-data tentang COVID-19, dan sebagainya. Abstraksi dari ‘model of’ 
ini intinya juga merupakan sebuah pengetahuan. 

Sedangkan ‘model for’ adalah bagaimana pengetahuan yang dihasilkan dari abstraksi ‘model of’ dapat 
dipakai untuk menghasilkan intervensi kebijakan’ untuk menangani COVID-19. Melihat masih 
meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi virus ini secara cepat, perlu dipertanyakan efektivitas dari 
berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan. Akar dari belum efektifnya kebijakan dapat dirunut 
dari dua sebab. Pertama, apakah pemerintah sudah berhasil ‘membumikan’ pengetahuan tentang 
COVID-19 kepada masyarakat? Bagi masyarakat kebanyakan, COVID-19 merupakan suatu fenomena 
yang asing karena masih banyak yang belum diketahui tentang wabah ini, serta wabah-wabah tidak 
menyebar secara masif dalam waktu sangat singkat. Dalam komunikasi kebijakan, banyak juga dipakai 
terminologi asing seperti virus, ventilator, rapid test, social dan physical distancing, lockdown. 

Terminologi semacam ini cenderung sulit dipahami masyarakat, apalagi yang tinggal di pedesaan 
dengan tingkat sosial ekonomi dan budaya yang beragam. Kalau pengetahuan itu gagal 
diinternalisasikan masyarakat sehingga tidak mengubah perilaku, berarti ada suatu kesalahan. Selain 
dalam proses mengemas narasi, juga dalam menyampaikannya kepada masyarakat. Pengetahuan dari 
pemerintah di sini tidak lagi memiliki ‘kekuatan’ (power) untuk mengubah perilaku manusia. 

Tanpa pengetahuan yang detail dari pemerintah tentang COVID-19, manusia malah me-(re)produksi 
pengetahuan berdasarkan pemahamannya sendiri dan lingkungannya terkait virus itu. Pengetahuan itu 
pun juga mempunyai kekuatan sehingga manusia menganggap COVID-19 bukan suatu penyakit yang 
membahayakan. Jadi telah terjadi degradasi pengetahuan tentang COVID-19 bila akhirnya tidak ada 
perubahan perilaku dalam masyarakat untuk taat pada kebijakan. Pemerintah tidak boleh 
menggeneralisasi, menganggap seluruh lapisan masyarakat akan merespons pengetahuan dengan 
kapasitas dan kecepatan yang sama. 

Kedua, berbagai macam kebijakan yang diimplementasikan pemerintah cenderung kontradiktif dan 
inkonsisten. Pertanyaannya, apakah hasil pengetahuan dari ‘model of’ sudah dipakai untuk 
memformulasikan kebijakan-kebijakan ini? Apakah pemerintah belajar dari best-practices negara lain? 
Apakah kebijakan tersebut diformulasikan berdasarkan data? Apakah kebijakan tersebut didasari 
pengetahuan tentang world-view masyarakat? 

Bagi masyarakat sebagai ‘beneficiaries’ (penerima manfaat) dari kebijakan yang dihasilkan dalam ‘model 
for’, ia mempunyai ruang untuk belajar, meresapi, meragukan, mempertanyakan (efektivitas) kebijakan-
kebijakan tersebut. Masyarakat awam sudah bisa menilai bahwa di antara para pakar sendiri sering 
tidak sepakat. Bagi masyarakat awam, kesepakatan para ahli diperlukan untuk mendukung “kesahihan” 
suatu kebijakan, jika tidak ada kesepakatan, masyarakat mudah untuk tidak percaya terhadap kebijakan 
yang dikeluarkan. Sedangkan dari sisi sebaliknya, ahli dan pakar memerlukan diskursus/debat 
berkelanjutan untuk menguji kesahihan kebijakan. Sehingga ada kesenjangan antara masyarakat awam 
yang membutuhkan konsensus dan ahli/pakar yang memerlukan diskursus. 

Secara empiris sudah ditunjukkan di atas banyak kebijakan yang kontradiktif, inkonsisten, tumpang 
tindih dan semua ini menumbuhkan suatu ‘ruang bebas’ bagi pada individu untuk menginterpretasikan 
bahwa kebijakan itu baik atau tidak—dan apakah dia memilih untuk menaatinya atau tidak. Di sini 
masyarakat mulai mempertanyakan tidak saja pengetahuan dan arti (meaning) dari kebijakan tetapi juga 
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‘otoritas’ para pakar dalam menghasilkan kebijakan tersebut.15 Dikotomi ‘model of’ dan ‘model for’ di atas 
telah menjelaskan mengapa kebijakan dari pemerintah cenderung tidak ditaati masyarakat.  

Kultur dan ‘Order’ Semu  

Meskipun pengetahuan yang lengkap tentang COVID-19 itu penting, tetapi belum cukup untuk 
membentuk manusia yang taat aturan karena ada prasyarat lainnya. Perilaku manusia dalam 
menghadapi dampak penyakit menular sudah terbentuk melalui life-cycle (lingkaran kehidupan) jangka 
panjang di dalam suatu struktur sosial. Intinya, perilaku merupakan proses belajar karena stimulus-
stimulus dalam lingkungan sosialnya. Kalau ada ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan, boleh jadi 
karena selama ini manusia hidup dalam suatu ‘order’ (tatanan) yang semu. Perilaku dan tatanan adalah 
dua hal yang saling membangun (mutually constructive). Tatanan yang mapan akan terbangun kalau 
masyarakat taat pada aturan—hukum formal/informal—dan sebaliknya. 

Orde yang mapan tidak dijumpai karena aspek hukum yang rentan dengan manipulasi sehingga tidak 
membawa efek jera atau rasa takut di tengah masyarakat saat melanggar aturan. Hal ini termanifestasi 
lebih dalam life-cycle manusia. Batasan antara perbuatan salah dan benar sangat tipis. Norma-norma 
sosial mengalami proses erosi karena modernitas. Norma yang mengandung kebenaran justru 
menghasilkan perlawanan publik. 

Di negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, faktor budaya yang 
‘homogen’ menjadi sentral untuk ‘mengawal’ perilaku manusia. Masalah hakikat dari hidup manusia; 
karya manusia; kedudukan manusia dalam ruang waktu; hubungan manusia dengan alam sekitar dan 
hubungan manusia dengan sesamanya sangat dijunjung tinggi.16 Di Jepang, penanganan wabah 
COVID-19 terbantu dengan karakter yang mengakar dari budaya seperti sopan dan selalu memikirkan 
kebutuhan orang lain terlebih dahulu, menghargai yang lebih tua, disiplin, berdedikasi dan jujur. Bila 
berbuat salah atau melanggar, ada harga diri yang dipertaruhkan. Disiplin kebersihan seperti mencuci 
tangan dan memakai masker sudah ditegakkan sejak lama. 

Di Tiongkok, ‘budaya’ yang mengakar dari nilai-nilai Konfusianisme seperti menjunjung tinggi nilai-
nilai kebajikan, keadilan, tata aturan, berbakti, nilai kepercayaan dan nilai keberanian begitu diagungkan 
dan merupakan fondasi yang mendukung kemajuan sosial-ekonomi bangsa tersebut. Pemerintah yang 
tegas dan cenderung otoriter ditambah dengan budaya yang kuat telah berhasil mewujudkan suatu 
masyarakat yang kohesif dan solid dalam menghadapi COVID-19 ini meskipun ‘kekerasan’ diterapkan 
untuk membangun karakter disiplin dan patuh di masyarakat. 

Situasi di Indonesia berbeda. Keberagaman budaya cenderung bukan menjadi suatu modalitas, 
melainkan sumber perpecahan yang tidak bisa mengawal perilaku manusia melalui penerapan nilai-
nilai baiknya. Seperti diceritakan di awal tulisan, COVID-19 telah mengerosi norma-norma sosial yang 
mengubah hubungan antar manusia.  

Selain karena terciptanya Order yang semu, ada dua buah pola perilaku yang menghambat ketaatan 
manusia pada aturan di era pandemi ini, yaitu kultur malu (shame culture) dan kultur bersalah (guilt 
culture). Guilt and shame ini seharusnya menjadi dasar pengawal norma sosial untuk menciptakan order 
(moral).17 Bila individu sadar telah melakukan suatu perbuatan yang salah bila ketahuan publik dia 
seharusnya bertobat karena malu dan tidak akan mengulanginya karena akan mendapat sangsi sosial. 
Ironisnya, bila tidak ketahuan dia mengulanginya dan bukan malahan merasa bersalah bahwa 

 
15 Geertz di dalam Erik de Maaker. Making Sense in Times of Uncertainty: ‘Models of” and ‘Models or’ the COVID-19 Pandemic. 
https://leidenanthropologyblog.nl 23 Maret 2020. 
16 Clyde Kluckhohn dalam Koetjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.  
17 Michelle Z. Rosaldo. Towards an Anthropology of Self and Feeling dalam Richard A. Shweder dan Robert A. Levine. Culture 
Theory: Essays on Mind, Self and Emotions. Melbourne: Cambridge University Press, 1984.  
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perbuatannya itu salah secara sosial. Kultur malu dan bersalah menjadi tidak berfungsi karena tererosi 
karena modernitas dan rusaknya tatanan yang tidak menjunjung penegakan hukum. Inilah yang 
menjadi sumber dari ketidakpatuhan masyarakat. 

Sebagai contoh, seseorang yang tidak memakai masker atau membuka toko di saat PSBB akan merasa 
malu bila tertangkap dan tidak ada rasa bersalah bahwa tindakannya dapat membahayakan orang lain 
dengan menyebarkan virus. Deviasi dari kultur guilt dan shame ini yang mendominasi kehidupan 
masyarakat saat ini. Kehidupan yang makin kompleks saat ini malah menghasilkan individu yang acuh 
terhadap lingkungan dan sangat bersikap egois dan individualistis sehingga tidak lagi merasa malu 
maupun bersalah. Modernitas justru mengerosi budaya-budaya di Indonesia dengan nilai-nilai baiknya, 
sungguh beda dengan situasi di Jepang atau Cina di mana tradisionalitas dan modernitas bisa hidup 
seiringan. Sehingga, keberagaman kultur Indonesia perlu direvitalisasi kembali agar menjadi modalitas 
bagi kemajuan dan kepatuhan perilaku masyarakat di era pandemi. 

Dengan demikian, sangat masuk akal jika dengan kondisi kultur kita yang hidup dalam order semu, 
masih banyak kebijakan-kebijakan yang intinya membatasi interaksi antar-manusia masih banyak 
dilanggar, tidak saja dilakukan oleh masyarakat biasa tetapi juga pejabat pemerintah. Seperti di 
Lampung, dinas pendidikan malah menggelar pelantikan 158 kepala sekolah yang dihadiri Gubernur. 
Di Papua Barat, pembagian bantuan sosial ibarat dipakai sebagai arena kampanye dengan 
mengumpulkan massa. Implikasinya, masyarakat akan belajar dari perilaku pejabat publik seperti itu 
bahwa COVID-19 bukan suatu penyakit yang serius. 

Ada pula tendensi bahwa di tengah wabah COVID-19, ada keinginan untuk menempatkan ‘agama’ di 
atas dominasi negara (pemerintah) dengan berbagai kepentingan ekonomi dan politik yang 
mendasarinya. Hal ini juga dimanfaatkan oleh pemimpin di daerah18 yang ingin tetap merebut simpati 
‘masa’ di tengah wabah COVID-19 ini. Selama tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, dalam hal ini 
Kemendagri dan Kapolri, maka kejadian seperti ini akan berulang. 

Di Depok, seorang warga yang melaporkan pengurus RT/RW dan panitia ke kepolisian karena 
menyelenggarakan acara Maulid Nabi malah dirundung oleh masyarakat. Polisi yang datang setelah 
acara selesai tidak melakukan suatu penindakan.19 Di Pulo Gadung, rumah seorang warga dihancurkan 
sekelompok orang karena melaporkan kegiatan salat tarawih yang tetap berlangsung di masjid20. Di 
Pare-Pare, seorang camat dilaporkan dengan tuduhan ‘penodaan agama’ karena membubarkan salat 
Jumat di masa pandemi. 

Konflik-konflik ini bisa dilihat merupakan hasil kerja sistematis dari aparat sekitar, masyarakat, dan 
aparat kepolisian dalam ‘konteks’ order yang semu tersebut. Sanksi perlu dijatuhkan secara fleksibel—
tidak semata-mata berbentuk kurungan karena melibatkan massa. Salah satu caranya misalnya dengan 
‘menghentikan sementara’ bantuan sosial sampai masyarakat bisa tertib pada aturan. Jadi ada kesalahan 
kolektif yang ditanggung masyarakat.  

Upaya untuk menegakkan hukuman bila terkait dengan urusan agama membawa kompleksitas dan 
sensitivitas tersendiri dan sangat berisiko. Sehingga dapat dimengerti mengapa cenderung ada ‘ketidak-
tegasan’ dari pihak aparat keamanan—meskipun tetap tidak bisa dijustifikasi. Masyarakat yang 
melanggar tidak saja didasari minimnya pengetahuan akan COVID-19, tetapi ada aspek untuk mengisi 
‘kebutuhan spiritual’ melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, apalagi karena stressor yang diakibatkan 
tekanan ekonomi di tengah situasi pandemi. Massa yang stres mudah terpancing bila penegakan aturan 

 
18 Sebagai contohnya Walikota Bengkulu tidak mengindahkan kebijakan pemerintah untuk social distancing dan tetap mendorong 
masyarakat untuk beribadah di masjid.  
19 Kisah Warga Depok Di-bully Tetangga Sendiri karena Laporkan Acara Maulid Nabi Ke Polisi. Kompas.com 17 April 2020 
20 Di Balik Brutalitas Massa di Pulo Gadung Membangkang PSBB Anies. Tirto.id, 27 April 2020 
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terasa ‘menekan’. Agama pun mudah dipakai untuk membangkitkan emosi massa. Di sini, terjadi 
analisis risiko dan untung rugi, sehingga sering kali mengorbankan esensi dari aturan itu sendiri. 

Dari penjelasan di atas, membangun suatu ‘order’ yang menjunjung tinggi nilai baik yang utama dari 
kebudayaan termasuk juga agama yang sangat beragam serta menjunjung aspek hukum perlu 
dilakukan. Agar pengetahuan bisa mengubah perilaku manusia maka diperlukan suatu ‘order’ yang 
berjalan dengan baik pula. Hal ini penting melihat sifat destruktif virus ini yang bisa menghancurkan 
peradaban manusia. Melalui pembentukan order seperti itu, kebijakan terkait upaya menanggulangi 
COVID-19 bisa efektif implementasinya.  

Catatan Penutup dan Sebuah Refleksi 

Tidak ada dipungkiri bahwa politik bermain di tengah pandemi. Popularitas menjadi isu sentral—
politisi tidak ingin kehilangan popularitas dan massa. Hal ini menjelaskan mengapa pemimpin agama 
ataupun pejabat publik/pemerintah masih membangkang pada aturan pemerintah di tengah wabah. 

Di sisi lain, kerusakan ekonomi adalah ketakutan yang dihadapi pemerintah. Upaya untuk membuat 
masyarakat tidak panik juga terkait dengan upaya menjaga orde sosial.21 Bila terjadi instabilitas, bisa 
diartikan sebagai tanda ketidakmampuan dan ketidakberdayaan pemerintah mengatasi situasi. lagi-lagi, 
seluruh pertimbangan ini berdampak pada popularitas dan power yang mereka miliki. 

Terlepas dari masalah di atas, dari pemodelan matematis, sebetulnya COVID-19 ini dapat dikendalikan 
bila masyarakat mau diatur. Namun harus diakui bahwa upaya untuk mengubah perilaku masyarakat 
agar taat pada aturan bukanlah hal yang mudah. Mengubah perilaku merupakan lifelong process--
diperlukan intervensi yang beragam dan dilakukan secara simultan. Pertama, terkait dengan 
“pengetahuan”, pemerintah perlu menarasikan COVID-19 dengan lebih detail (visualisasi dan 
ilustrasi), ‘membumi’, serta disosialisasikan lebih ekstensif dan intensif ke seluruh lapisan masyarakat 
melalui berbagai sarana media dan interaksi langsung. 

Kedua, diperlukan sikap lebih tegas-berani dari pemerintah dan aparat untuk menegakkan PSBB. 
Misalnya dengan menegakkan hukuman yang membawa efek jera seperti denda, penjara, atau mutasi. 
Ketiga, penyaluran bantuan sosial perlu dilakukan tepat waktu agar mengurangi kecemasan masyarakat 
yang kehilangan lapangan pekerjaan/penghasilannya. Perlu juga diperbaiki sasaran dan pengawasannya 
untuk meminimalisasi penyelewengan.22 keempat, perlu mengintensifkan gerakan filantropi untuk 
mendukung upaya pemerintah membantu masyarakat yang paling rentan kondisi ekonominya akibat 
COVID-19. 

Kelima, perlu membangun engagement23 dengan masyarakat dengan memperkuat pola komunikasi—
perlu pendekatan sosio-antropologis untuk memahami karakter masyarakat. Engagement bisa dipakai 
untuk mengklarifikasi pesan atau informasi-informasi tentang COVID-19 dan menggali kearifan dan 
pengetahuan lokal masyarakat sebagai bagian dari trust-building´ dengan pembuat kebijakan dan 
pemerintah. Para ilmuwan sosial seperti Antropolog, Sosiolog, dan Psikolog perlu dikirim ke 
masyarakat di level akar-rumput dalam proses engagement ini dengan tetap berpatokan pada protokol 
kesehatan selama berinteraksi. 

Keenam, perlu ada observasi dan studi pada individu atau masyarakat yang tidak taat pada kebijakan 
seperti PSBB. Misalnya: apakah mereka telah mengerti dan menginternalisasi mengapa kebijakan 

 
21 Lihat juga Herbert Gayle. The Antropology of Infection: Knowing How Viruses and Human Behave Helps. 
Gleander.com/article/commentary. 12 April 2020. 
22 Akibat wabah ini sudah ada korban seorang ibu di Serang Banten meninggal karena hanya mampu untuk minum air selama dua hari 
tanpa bisa makan karena suaminya yang hanya pemungkut sampah kehilangan pekerjaanya. 
23 Lihat juga Sharon Abramowitz. Epidemics (Especially Ebola). Annual Review of Anthropology No 46, hal 421-445, 2017. 
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tersebut penting? Apakah mereka pada posisi untuk mempraktikkan kebijakan tersebut? Bila tidak, 
apa yang bisa dilakukan untuk mengubah perilaku mereka?24 

Ketujuh, peran ‘data dasar’ dari masyarakat menjadi sangat penting pada saat pandemi ini, misalnya data 
tentang akses ke informasi dan kesehatan dasar, data tentang akses ke sarana air bersih, kondisi 
lingkungan, pola kerja, way of life seperti kebiasaan merokok, pola makan, dan pola olah raga. Data-data 
seperti ini perlu dimutakhirkan secara rutin untuk mendukung formulasi kebijakan—tidak saja di era 
pandemi tetapi juga di era kehidupan yang ‘normal’. 

Kedelapan, secara umum, sebagai akibat ‘serangan’ dari virus ini, masyarakat hidup dalam ketakutan dan 
ketidakpastian, apalagi di tengah kebijakan untuk ‘diam di rumah’ yang bisa berdampak pada 
penurunan kesehatan mental masyarakat karena spatial limitation (keterbatasan ruang gerak).25 
Masyarakat menilai ‘biaya’ atau pengorbanan dari sikap ‘anti-sosial’ akibat kebijakan physical distancing 
dan work from home dianggap terlalu tinggi, apalagi masyarakat di Indonesia ini belum pernah 
mempunyai pengalaman merasakan hidup dalam pandemi. Lama-lama rumah tidak lagi dilihat sebagai 
sebuah ‘sanctuary’ tetapi rentan dengan kekerasan domestik rumah tangga yang bisa menimpa siapa saja 
karena perasaan depresi ini. Kebosanan, atau yang lebih serius ’quarantine fatigue syndrome‘  lambat laun 
melunturkan tingkat ketaatan manusia pada aturan.  

Untuk itu, konseling diperlukan untuk ‘mendengarkan’ keluhan masyarakat dalam konteks kultur 
mereka. Selama ini, pendekatannya terlalu ‘atas-bawah’ alias top-down. Masyarakat cenderung banyak 
diatur. Sementara, suara masyarakat juga diperlukan untuk membangun ‘pengetahuan’, memahami 
world-view, dan menilai intervensi apa yang bakal berhasil dan gagal terkait upaya menangani wabah ini 
yang dilandasi konteks kultural mereka. Hal ini untuk menghindari hanya menggantungkan pada 
petunjuk umum mengatasi COVID-19 yang belum tentu efektif dan tepat guna. Upaya mendengarkan 
suara masyarakat adalah upaya untuk membangun rasa percaya serta memperkuat kohesi sosial 
mereka, serta upaya untuk membangun rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah. 

Kesembilan, masyarakat dan pejabat publik perlu diberikan edukasi yang lebih intensif tentang 
penggunaan teknologi untuk dapat menggantikan peran dari acara yang memerlukan pertemuan antar 
manusia tanpa mengurangi nilai hakikinya, seperti rapat-rapat, pelantikan, akad nikah dan sebagainya. 
Kesepuluh, terakhir dan tidak kalah penting adalah ‘better governance’, terutama terkait dengan upaya 
memperbaiki formulasi dan implementasi kebijakan serta memperbaiki koordinasi vertikal/horizontal 
guna meminimalisasi kemungkinan kontradiksi dan inkonsistensi kebijakan. 

Bila COVID-19 ini dapat dilalui, tantangan terbesarnya bukan lagi bagaimana virus ini dapat 
ditaklukkan secara biologis atau imunologis, tetapi bagaimana ‘memulihkan’ dan membingkai kembali 
interaksi personal antar manusia dalam proses reproduksi nilai dan norma sosial pasca pandemi. Pada 
akhirnya, pandemi COVID-19 menantang manusia secara kolektif untuk memikirkan kembali 
pertanyaan Clifford Geertz: ‘what does it means to be human’?26 

 

 
24 Rosalia Sciortino. Insights: COVID-19 Response Ignores Social Context at Our Peril. The Jakarta Post, 6 April 2020 
25 Nicholas J Long. From Social Distancing to Social Containment: Reimagining Sociality for the Coronavirus Pandemic. LSE 
Research Paper. http://eprints.lse.ac.uk/103801 
26 Clifford Geertz. The Interpretation of Culture: Selected Essays. Fontana Press, 1993 
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